bangga

. BerAKHLAK meldyani

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten bq n g sSd

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

IVESS S

| "
JQETJEN DPR g,
.

LAPORAN
Tindak Lanjut

SAKIP 2025

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



N =Y 0 T F= 1 o 10 1 1T F= T o 3

1. Latar BelaKang.......oooo oo 3

2. MaKSUA AN TUJUAN. ....etiiiiiiiiiiieee ettt e e e e e e e e e e e e e e ee e 5

B T I 7= 7= Tl o 1] (0 o U 5

B. Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP..........ccccciiimmmri s 6
1. REKOMENAASI ..ottt s e e e e e e e e e e e eeeeeneenes 6

2. REKOMENAAS 11 ..o ——————— 10

3. REKOMENAASI 1. ————— 13

a. Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Unit Kerja..............cccovvviiiiinnnnnn. 13

b. Analisis Pencapaian KinNerja...............iiiiiiiiiiiiiieieeeie e 17

c. Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Individu................cccovevvveriiinnnnnn. 18

d. Rapat Monitoring dan Evaluasi Per-Semester.............ccccccoeiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiis 20

O =] (o] g U= T F= ] YRR 20

5. REKOMENAAST V... ettt e e e e e e e e e e aeees 23

a. Pemberian Reward dan Punishment............cccooooiiiiiii e 23

b. Penerapan Pola Mutasi dan Rotasi..........cccccoeeviiiieiiiiiiicccie e, 26

c. Penyusunan Pengembangan Kompetensi............cccccuviiiiiiiiiiiiiiiiieee, 28

L (=T 1T T =TT I SR 29

4 5 Gz 1T T =TT I | R 32

8. REKOMENAAST V..ot e e e e e e e e 32

9. REKOMENAAST X a e e e e 33
O IR =Y (o] 0 =T o F= T ) PP 34

1 I (=Y e 1 4= o F= T USSP 35

C. Kesimpulan dan Progress Implementasi SAKIP DPR Tahun 2024...................... 36
1. Perencanaan KiNEIja. . ...t 36

2. Pengukuran KINEIa. ...ttt e e e e e e e e e 37

a. Pengukuran Kinerja OrganiSasi............oouiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 37

b. Pengukuran Kinerja INdividu................oooiiiieeeeeeee e 38

3. Pelaporan KiNEIa. ... ..ot a e 38

4. EValU@Si KINEIA.. ..t e e e e e e e e e e 38

I TR o o T | 39
IBE= 11 0T o 1 - o 1 40



A. Pendahuluan

1.

Latar Belakang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPANRB) telah menyampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2023 pada bulan November
2023. Hasil evaluasi yang disampaikan tersebut menunjukkan peningkatan capaian
indeks AKIP dengan perolehan 67,46 dan predikat “B” atau meningkat sebesar
0.18 poin. Hasil tersebut masih di bawah target yang telah ditetapkan pada
Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal, yaitu sebesar 75,00. Walaupun, masih
belum mencapai target yang telah ditetapkan, capaian tersebut telah menunjukkan
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sudah
baik pada level lembaga dan sebagian unit kerja utama. Namun masih perlu
adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai

Komponen Yang Dinilai Bobot 2022 2023
a. Perencanaan Kinerja 30 21,20 21,29
b. Pengukuran Kinerja 30 19,20 19,21
c. Pelaporan Kinerja 15 10,03 10,07
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25 16,85 16,89

Internal

Nilai Hasil Evaluasi 100 67,28 67,46
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B

Gambar 1. Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah disampaikan tersebut, KemenPANRB

menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Perencanaan Kinerja

e Merevisi dan memperbaiki penjenjangan/cascading kinerja, untuk

memastikan penjenjangan/cascading yang disusun telah mengacu

pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, vyaitu

mempertimbangkan logical framework dan critical success factor

(CSF) atas pencapaian kinerja, tidak mengacu pada struktur

organisasi eksisting. Hal ini dilakukan agar penjenjangan kinerja

memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab



akibat, serta menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan
kondisi yang dihadapi.

e Merevisi dan memperbaiki proses penetapan target indikator kinerja
dalam penyusunan perencanaan tahunan, untuk memastikan proses
penetapan target indikator kinerja memperhatikan kondisi capaian
kinerja terkini dan memperhatikan kondisi capaian kinerja terkini
setiap tahunnya sehingga target yang ditetapkan menantang
(challenging).

b. Pengukuran Kinerja

e Merevisi dan memperbaiki proses pelaksanaan pengukuran dan
pengumpulan data kinerja, untuk memastikan pelaksanaan
pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilengkapi dengan analisis
pencapaian kinerja. Sehingga pemantauan rencana aksi yang
dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja tidak hanya realisasi
saja.

e Menjadikan hasil pengukuran kinerja dasar untuk penyesuaian
strategi dan kebijakan dalam dokumen perencanaan serta
penyesuaian rencana aksi kegiatan dan anggaran.

e Memanfaatkan secara optimal hasil pengukuran kinerja sebagai dasar
pemberian reward dan punishment bagi unit kerja, penerapan pola
mutasi rotasi, dan penyusunan pengembangan kompetensi yang
dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

e Memperbaiki kualitas Laporan Kinerja sebagian unit kerja, dengan
memastikan setiap Laporan Kinerja menyajikan informasi secara
detail dan mendalam terkait analisis penyebab tercapai/tidaknya
setiap indikator kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan
sumberdaya dalam mencapai kinerja.

e Memanfaatkan informasi capaian indikator kinerja dan analisis dalam
Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan periode berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

e Menetapkan pedoman Evaluasi AKIP untuk lingkungan unit kerja
Sekretariat Jenderal DPR RI dengan mengacu pada Peraturan
Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

e Melakukan penajaman kualitas catatan dan rekomendasi pada LHE
internal dari Inspektorat. Hasil evaluasi harus membuka ruang
perbaikan untuk lebih menajamkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
dan mendorong perbaikan serta peningkatan capaian kinerja output
dan outcome pada level lembaga dan unit kerja.



e Mereviu dan memperbaiki proses evaluasi SAKIP internal, dengan
memastikan dilakukannya pendalaman terhadap data dukung tindak
lanjut hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat maupun yang
dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Hal ini diperlukan untuk
menjamin bahwa tindak lanjut bukan sekedar pemenuhan atas
dokumen saja, tetapi sampai pada implementasi secara nyata.

e Menetapkan kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi
AKIP internal agar dapat mendorong peningkatan implementasi AKIP
di unit kerja.

2. Maksud dan Tujuan

a. Menyampaikan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Sekretariat
Jenderal DPR RI atas rekomendasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPAN RB sebagai bentuk
komitmen instansi atas perbaikan indeks SAKIP dan Reformasi Birokrasi
instansi.

b. Menyampaikan kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI
dalam beberapa komponen yang mendapatkan rekomendasi perbaikan
untuk mendapatkan saran dan masukan yang lebih jelas dari KemenPAN
RB.

c. Memperoleh nilai indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian
Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI tahun 2024, yaitu sebesar 80,00
dengan predikat “BB”.

3. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1569).



B. Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP
1. Rekomendasi |

“‘Merevisi dan memperbaiki penjenjangan/cascading kinerja, untuk memastikan
penjenjangan/cascading yang disusun telah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB
Nomor 89 Tahun 2021, yaitu mempertimbangkan logical framework dan critical success
factor (CSF) atas pencapaian kinerja, tidak mengacu pada struktur organisasi eksisting.
Hal ini dilakukan agar penjenjangan kinerja memenuhi prinsip logis yang
menggambarkan hubungan sebab akibat, serta menggambarkan pemecahan masalah
sesuai dengan kondisi yang dihadapi.”

Tindak lanjut
Tautan Bukti Dukung: https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun penjenjangan kinerja organisasi dengan
berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 89 tahun 2021 (Permenpan RB 89/2021) tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Tentu saja dengan sejumlah catatan yang
jika merujuk kembali kepada hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) tahun 2022 dan 2023, menyatakan bahwa penjenjangan kinerja masih mengikuti
struktur organisasi existing dan belum mempertimbangkan logical framework serta
Critical Success Factor (CSF) sebagaimana yang diatur pada peraturan tersebut. Akan
tetapi hal yang menjadi perhatian dan kendala organisasi dalam menindaklanjuti
rekomendasi ini adalah mengenai hasil evaluasi yang tidak menjelaskan secara jelas
apa yang dimaksud “belum sepenuhnya mengacu”, sehingga menimbulkan
ketidakjelasan di level internal. Definisi, batasan, dan indikator yang jelas perlu
disampaikan agar evaluasi ke depan bisa dilakukan oleh organisasi sehingga bisa
memenuhi ekspektasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai perumus kebijakan.

Penerapan regulasi baru secara nasional tentu saja perlu mempertimbangkan konteks
internal dan karakteristik instansi yang berbeda mandat, tugas dan fungsi.
Sebagaimana kita pahami bersama, struktur yang telah dibangun sebelum adanya
peraturan terkait penjenjangan kinerja (Permenpan 89/2021) merupakan tanggapan
logis atas kebutuhan strategis organisasi yang diterjemahkan ke dalam bentuk
dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan (Rencana Strategis 2020-2024) maupun
perencanaan kinerja tahunan (Perjanjian Kinerja). Dokumen perencanaan sebagaimana
dimaksud telah ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta beberapa
peraturan turunannya, sehingga dapat dinilai telah memenuhi peraturan perundangan
ketika dokumen tersebut ditetapkan. Oleh karena itulah sekali lagi perlu diperjelas apa


https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

saja yang perlu dievaluasi oleh organisasi dalam menanggapi perubahan maupun
penambahan peraturan yang berlaku untuk konteks saat ini.

Walaupun demikian, Sekretariat Jenderal DPR RI berkepentingan untuk merumuskan
kebijakan internal organisasi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara
nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menyusun Pohon Kinerja yang
berpedoman pada tahapan yang diatur pada Permenpan RB 89/2021 sesuai dengan
rekomendasi AKIP tahun 2023. Langkah yang dilakukan antara lain merumuskan 1
(satu) ultimate outcome (tahap 1) dan 2 (dua) Critical Success Factors (CSF) (tahap II).
Perumusan tahap | dan tahap Il dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2020 (Perpres 26/2020) pasal 3 yang memberikan mandat, yaitu “Sekretariat
Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi,
dan keahlian”. Ketiga bentuk pelayanan yang didefinisikan oleh peraturan tersebut
kemudian diterjemahkan menjadi 2 (dua) CSF utama yang harus dilakukan. Pertama,
aspek pelayanan langsung kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI sebagai penerima
layanan utama,dimana Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan supporting system
yang memberikan dukungan layanan persidangan, administrasi, dan keahlian . Kedua,
Setjen DPR RI sebagai sebuah lembaga diharapkan untuk dapat mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang sesuai dengan program
percepatan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah.

Beberapa pertimbangan dan perkembangan sebagaimana yang disebutkan di atas
mendorong Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memformulasikan kembali Pohon
Kinerja dan Penjenjangan Kinerja sebagai mana di bawah ini:
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Gambar 2. Rumusan Ultimate Outcome dan CSF Utama Sekretariat Jenderal DPR RI

Perumusan ultimate outcome dan CSF utama

Gambar 2. Menunjukkan penyesuaian ultimate outcome (tahap 1) menjadi
“Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang profesional dan Modern dalam mendukung visi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dengan dua CSF (tahap Il). Penentuan
kedua CSF tersebut mempertimbangkan aspek penting pelayanan sebagaimana yang
diatur pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 (Perpres 26/2020) yang telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023
(Perpres 26/2023). Perubahan tersebut dilakukan agar ultimate outcome yang hendak
dicapai lebih konsisten dengan mandat yang diemban oleh Sekretariat Jenderal DPR
RI. Faktor penting lainnya yang mendorong penyesuaian ini adalah penyelarasan
dengan semangat revisi grand design Reformasi Birokrasi yang mendorong outcome
yang dihasilkan oleh instansi lebih tajam, relevan, dan berdampak dalam konteks
mandat, tugas, dan fungsi organisasi. Dua CSF tersebut kemudian diuraikan dari
kondisi antara sampai kondisi operasional (tahap Ill) hingga menentukan Indikator
Kinerja Utama (IKU) (tahap IV) sebagaimana yang digambarkan di bawah ini.



CSF 1: Terwujudnya kepuasan Pimpinan dan

dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI:

Kinerja Strategis
Nasional

Ultimate Outcome:
Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang Profesional

Anggota DPR RI terhadap layanan

wampar L&

Tahapan 4b Menyusun Pohon Kinerja untuk CSF 1

dan Modern dalam mendukung visi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kinerja Strategis
Sektor/Bidang
Urusan

CSF1:

Terwujudnya kepuasan Pimpinan dan Anggota DPR ) | Indikator Kinerj

RI terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal
DPRRI

Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPR Rl terhadap
layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Kinerja Strategis
Sub Sektor/Kinerja
Taktikal

CSF11:

Terwujudnya kepuasan Pimpinan dan Anggota DPR

Ri terhadap layanan dukungan Sekretariat Jenderal
DPRRI

Indikator Kinerja:

Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPR i terhadap
layanan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI

erja Taktikal

o S——

indikator Kinerja:
1 Persentase skenario, laporan singkat, laporan, risalah, dan
ticak lanjut hasil rapat persidangan yang dimanfaatkan oleh
DPRRI

2 Persentase kajian, konsep, resolusi, pernyataan, dan laporan
kegiatan kerjasama internasional dan regional yang
dimanfaatkan DPR Rl dan dipublikasikan

3 Persentase dukungan kesekretariatan Pimpinan, diplomasi
parlemen, pemberitaan DPR R, keprotokolan, kehumasan,
dan layanan informasi

4. Jumlah pemirsa/penonten media pemberitaan DPR RI dalam
mensesialisasikan kegiatan DPR RI

5.Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI

6. Jumlah viewer/follower/subscriber media sosial DPR RI

Uraian CSF 1.1.
“Terpenuhinya layanan dukungan persidangan
Sekretariat Jenderal DPR RI™

Uraian CSF 1.1.2;
“Terpenuhinya layanan dukungan keahl
Sekretariat Jenderal DPR RI”

lian

Kinerja Operasional

Indikator Kinerja:
1. Jumlah layanan kesekretariatan persidangan
2.Jumlah layanan kesekretariatan pimpinan
3.Jumlah layanan kerjasama antar parlemen dan organisasi
internasianal
4.Jumlah layanan pemberitzan parlemen

Indikator Kinerja:

1 Persentase UU yang ditetapian dan dilengkapi Naskah Akademis dan
Kajian RUU

2.Persentase RUU yang memiliki konsep awal naskah akademis, draft RUU
dan kajian RUU

3.Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU untuk
mendukung fungsi Pengawasan Pelaksanaan UU

4.Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan UU untuk
mendukung fungsl pengawasan pelaksanaan U leh DPR Ri

5.Persentase analisis dan evaluasi UU berdasarkan putisan Mahkamah
Kanstitusi untuk mendukung fungsi Legislasi DPR Rl

6.Persentase analisis/referensi/laporan tentang APEN yang diterima aleh
OPRRI

Uraian CSF1.1.1:
1.Layanan kesekretariatan persidangan
2 layanan kesekretariatan pimpinan
3.Layanan kerja sama antar parlemen dan
organisasi internasional
4 Layanan pemberitaan parlemen
5.Layanan protakol dan hubungan masyarakat

Uraian CSF 1.1.2:
1.Layanan dukungan perancangan peratur.
perundang-undangan

akuntabilitas keuangan negara

4.Layanan dukungan pemantauan

an

2.Layanan dukungan analisis anggaran dan

3.Layanan dukungan analisis keparlemenan

Indikator Kinerja:
1. Jumlah layanan dukungan peraturan p
2.Jumlah layanan dukungan analisis anggaran anggaran dan akuntabilitas
keuangan negara
3.Jumiah layanan dukungan keparlemenan
4.Jumlah layanan dukungan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang

undang-undang

Gambar 3. Rumusan CSF 1

CSF 2: Meningkatnya Capaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI:
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Gambar 4. Rumusan CSF 2




Gambar 4. Menunjukkan telah dilakukan penyesuaian pada CSF 2.2.1. Menjadi
“Terwujudnya dukungan keahlian Setjen DPR Rl dalam mendukung RB tematik
pemerintah” dari sebelumnya, yaitu “Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
tema digitalisasi pemerintah”. Perubahan CSF 2.2.1 dilakukan untuk membangun
konsistensi dengan mandat Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya di bidang
pelayanan keahlian kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI. Tema digitalisasi disatukan
dengan CSF 2.1.7, yaitu “terwujudnya pemerintahan Setjen DPR RI berbasis
elektronik” yang merupakan bagian dari RB General agar tidak terjadi redudansi
perumusan kebijakan. Pada awalnya diakui bahwa terdapat kesulitan dalam
pendefinisian tujuan dan upaya yang hendak dicapai terkait capaian RB tematik yang
sangat teknis dan merupakan ranah kementerian sebagai eksekutor kebijakan. Hingga
pada akhirnya disepakati bahwa DPR RI tentu saja berperan dalam pencapaian
sasaran RB tematik sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi,
pengawasan dan anggaran dimana Pemerintah sebagai eksekutor merupakan mitra
kerjanya. Sekretariat Jenderal DPR RI berperan mendukung capaian tersebut melalui
dukungan khususnya dalam hal substansi dan keahlian kepada Pimpinan dan Anggota
DPR. Penyesuaian tersebut juga merupakan konsekuensi dari ditandatanganinya
SPTJM terutama pada aspek capaian Reformasi Birokrasi Tematik yang dikaitkan
dengan fungsi DPR Rl dan Sekretariat Jenderal sebagai sistem pendukung.
Konsekuensi logis perubahan tersebut adalah diperlukan penyesuaian kembali CSF 2
(2.2.1) dan indikator pada Pohon Kinerja dan Penjenjangan Kinerja instansi untuk tahun
2024. Pohon kinerja hingga penjenjangan kinerja tahun 2023 yang telah disusun
tersebut kemudian diterjemahkan menjadi komponen perencanaan kinerja (tahap V).
Perencanaan kinerja tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
Pejabat Tinggi Madya (Eselon 1) dan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon Il) tahun 2024.

Berbagai proses sebagaimana yang dijelaskan sudah disesuaikan dengan SPTJM dan
telah direviu oleh Inspektorat Utama yang hasilnya tertuang dalam Laporan Reviu
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.

2. Rekomendasi ll

Merevisi dan memperbaiki proses penetapan target indikator kinerja dalam penyusunan
perencanaan tahunan, untuk memastikan proses penetapan target indikator kinerja
memperhatikan kondisi capaian kinerja terkini dan memperhatikan kondisi capaian
kinerja terkini setiap tahunnya sehingga target yang ditetapkan menantang
(challenging).
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Tindak Lanjut

Tautan Bukti Dukung: https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

Secara garis besar, penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris
Jenderal DPR RI telah menggunakan hasil capaian tahun 2023 sebagai baseline.
Namun demikian, terdapat penyesuaian untuk beberapa target kinerja dikarenakan
hasil evaluasi pada beberapa indikator kinerja baru diperoleh pada periode awal tahun
2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

1.

Target pada indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan
Sekretariat Jenderal DPR Rl mengalami penyesuaian menjadi 3,725. Angka
tersebut disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 3,72.
Penyesuaian target tersebut juga mempertimbangkan keanggotaan periode baru
2024-2029.

Penetapan awal target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi mengalami
penyesuaian target kinerja dengan didasari hasil perolehan tahun 2023. Selain
itu, dengan ditetapkannya PerMenPAN RB Nomor 3 tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, maka terdapat perubahan kebijakan dimana pelaksanaan
RB tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, melainkan 2 (dua) fokus
penajaman RB, yaitu RB General dan RB tematik. Penyesuaian indeks target RB
mengacu pada angka RB pada SPTJM, yaitu “A” dengan nilai 87,20.

Hasil perolehan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI baru di terbitkan di
bulan maret 2023 oleh KeMenPAN RB dimana Setjen DPR RI memperoleh
penilaian B (67,46). Dengan perolehan tersebut, maka target untuk tahun 2024
mengalami penyesuaian menjadi BB (75,00).

. Target pada indikator Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi

Publik tidak mengalami perubahan dikarenakan target tahun 2023 belum
tercapai dari target awal 98,15.

Untuk indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) yang semula 3,6 dengan predikat sangat baik tetap menjadi dengan
predikat sangat baik. Penetapan awal 3,6 mengikuti besaran capaian kinerja
pada Tahun 2023. Perubahan target tersebut dikarenakan adanya perubahan
pada tata cara, komponen penilaian dan penambahan indikator SPBE yang
semula 37 indikator menjadi 47 indikator pada 4 domain komponen penilaian
(Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE). Hal ini
sebagai implementasi dari PerMenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perolehan
indeks SPBE Setjen DPR RI pada tahun 2023 adalah sebesar 3,57 dengan
predikat Sangat Baik. Oleh karena itu, pada tahun 2024 target indeks SPBE
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disesuaikan kembali berdasarkan realisasi tahun sebelumnya menjadi 3,6

dengan predikat Baik.

Sedangkan untuk penetapan target kinerja pada indikator-indikator lainnya pada PK
Sekretaris Jenderal DPR RI telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan
perolehan capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum di bawah ini:

2023 2024
NO| SASARAN IKU TARGET|REALI-|NO [ SASARAN IKU SEMULA |MENJADI
KEGIATAN SASI KEGIATAN
1 | Terpenuhinya |1 Indeks 3,72 3,725 | 1 |Terpenuhinya Indeks 3,74 3,7
kepuasan kepuasan kepuasan kepuasan
Anggota DPR Anggota DPR Anggota DPR Anggota
RI atas RI atas RI atas DPRRI
dukungan Layanan dukungan atas
Setjen DPR RI Sekretariat Setjen DPR Layanan
Jenderal DPR RI Sekretaria
RI t Jenderal
DPRRI
2 | Terwujudnya |1 Indeks A (87,20)| BB 2 | Terwujudnya Indeks | A (88,00) [ A (87,20)
tata kelola Reformasi (78,8) tata kelola Reformasi
pemerintahan Birokrasi pemerintahan Birokrasi
di Setien DPR 15[ Nijai Evaluasi | BB B di Setjen Nilai BB BB
Rl'yang Akuntabilitas | (75,00) | (67,46) DPR Rl yang Evaluasi | (80,00) | (75,00)
berkualitas Kinerja berkualitas Akuntabilit
as Kinerja
3| Opini BPK WTP WTP Opini BPK|  WTP WTP
atas Laporan atas
Keuangan Laporan
Keuangan
4| Skor Maturitas | Level 3 |Level 3 Skor Level 3 Level 3
SPIP (3,22) |(3,270) Maturitas | (3,28) (3,28)
SPIP
5 Tingkat Level 3 |Level 3 Tingkat Level 3 Level 3
kapabilitas (3,1) |(3,045) kapabilitas| (3,2) (3,2)
APIP APIP
6| Jumlah unit 5 5 Jumlah 6 6
kerja yang unit kerja
mendapat yang
predikat mendapat
WBK Predikat
WBK

12




2023 2024
7 Nilai A (87) AA Nilai AA (88) | AA (97)
Pengawasan (96,16) Pengawas
Kearsipan an
Lembaga DPR Kearsipan
Lembaga
DPR
Terwujudnya |1 Nilai Informati | Informa Terwujudnya Nilai Informatif | Informatif
keterbukaan Monitoring dan| f (98,14) tif keterbukaan Monitoring| (98,15) (98,15)
informasi dan Evaluasi (95,70) informasi dan dan
pemerintahan Keterbukaan pemerintahan Evaluasi
berbasis Informasi berbasis Keterbuka
elektronik Publik elektronik an
Informasi
Publik
2 Indeks Sangat | Sangat Indeks Sangat Sangat
Pelaksanaan Baik Baik Pelaksana| Baik (3,6) | Baik (3,6)
Sistem (3,5) (3,57) an Sistem
Pemerintah Pemerinta
Berbasis h Berbasis
Elektronik Elektronik
(SPBE) (SPBE)

Gambar 5. Perbandingan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2023 dan 2024

3. Rekomendasi lll

“‘Merevisi dan memperbaiki proses pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data
kinerja, untuk memastikan pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja
dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja. Sehingga pemantauan rencana aksi
yang dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja tidak hanya realisasi saja.”

Tindak Lanjut
Tautan Bukti Dukung: https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

a. Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Unit Kerja

Dalam menjawab rekomendasi untuk memperbaiki proses pelaksanaan pengukuran
dan pengumpulan data kinerja, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menggunakan
metode Balanced Scorecard (BSC) untuk pengukuran kinerja unit kerja yang diatur
melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1459/SEKJEN/2024
Pengembangan dan pemanfaatan metode ini bertujuan untuk mengukur Kkinerja
organisasi dan menjadi rujukan evaluasi setiap semester / 6 (enam) bulan. Balanced
Scorecard merupakan suatu metode pengukuran yang cukup komprehensif, mencakup
pengukuran keuangan dan non-keuangan. Dalam Balanced Scorecard terdapat 4
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(empat) proses manajemen yang baru, yang terbagi dan terkombinasi antara tujuan
strategis jangka panjang dengan peristiwa-peristiwva jangka pendek. Penggunaan
metode Balanced Scorecard dalam pengukuran kinerja tidak hanya dari kinerja finansial
saja, namun juga melihat aspek inovasi, pembelajaran, dan performa lainnya. Metode
Balanced Scorecard melihat banyak indikator dalam waktu bersamaan sehingga dapat
memacu kinerja organisasi lebih sustainable dan tidak short term.

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1459/SEKJEN/2024
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA ORGANISAS!
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
an

Menimbang :  a.

Gambar 6. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 1459 Tahun 2024

Terdapat 4 (empat) perspektif yang digaunakan dalam metode pengukuran kinerja
Balanced Scorecard pada Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu perspektif finansial,
perspektif pelanggan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, serta perspektif
proses internal. Perspektif finansial terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu revisi DIPA,
deviasi halaman Ill DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output. Komponen pada
perspektif pelanggan yaitu Survei Kepuasan Masyarakat. Pada perspektif pembelajaran
dan pertumbuhan terdapat 2 (dua) komponen, yaitu rekapitulasi nilai disiplin dan
rekapitulasi pengembangan kompetensi. Perspektif proses internal mencakup 3 (tiga)
komponen, yaitu evaluasi standar pelayanan, inovasi, dan zona integritas. Adapun
formulasi pengukuran kinerja unit kerja Sekretariat Jenderal DPR Rl yaitu:

y=a_1 X 1+a 2 X 2+a_ 3 X 3+a_4X 4

X 1= 1 X M+ 2X 12+ 3 X 13+ 4 X 14
X 2=y 1 X 21

X 3=0_1X_31+0_2 X_32

X 4=¢ 1 X 41+ 2 X 42+ 3 X 43

Gambar 7. Formula Pengukuran Kinerja Organisasi
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X_ 41

X 42

X 43

a (1-4)
B_(1-4)
y_1
o_(1-2)
e_(1-3)

= Indeks Kinerja Unit

= Perspektif Finansial

= Revisi DIPA

= Deviasi Halaman III DIPA

= Penyerapan Anggaran

= Capaian Output

= Perspektif Pelanggan

= Survei Kepuasan Masyarakat

= Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
= Rekapitulasi Nilai Disiplin

= Rekapitulasi Nilai Pengembangan Kompetensi
= Perspektif Internal Proses

= Evaluasi Standar Pelayanan (SP)

= Inovasi

= Zona Integritas (ZI)

= Bobot Perspektif X _(1-4)

= Bobot Indikator X_(11-14)

= Bobot Indikator X_21

= Bobot Indikator X_(31-32)

= Bobot Indikator X (41-43)
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Formulasi sebagaimana telah dijelaskan di atas kemudian dikembangkan menjadi
sistem informasi pengukuran kinerja organisasi sebagaimana gambar di bawah ini:

Admin REFERENSI KINERJA ORGANISASI 1 Januari 2024 - 30 Juni 2024 b Log Out | Porial

Dashboard PKO (Pengelolaan Kinerja Organisasi)

Kinerja Organisasi —

Milai akhir Finansial Pelanggan Pembelajaran & Pertumbuhan Internzal Proses

. (2)
= Biro Persidangan I
2
=
— =
= z 88,21
S| B
=
o
i}
=
=
| ®
% g Pusat Teknologi dan Informasi
- =
E
= 84,54
= r
=1
=
Perspektif | | Bobot | | Penjelasan
Finansial 25% ¥11 = Revisi DIPA

¥12 = Deviasi Halaman III DIPA
X13 = Penyerapan Anggaran
¥14 = Capaian Output

Pelanggan | | 30% | | ¥21 = Survei Kepuasan Masyarakat

Pembelzjaran & Pertumbuhan 20% ¥31 = Rekapitulasi Nilai Disiplin
¥32 = Rekapitulasi Nilai Pengembangan Kompetensi

Internal Proses 25% %41 = Evaluasi SP
¥42 = Inovasi
X43 = Zona Integritas

Gambar 8. Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Organisasi
dengan Metode Balanced Scorecard (BSC)

Pengukuran lainnya yang bertujuan untuk melakukan monitoring pelaksanaan anggaran
unit kerja yang sudah berjalan dilakukan melalui aplikasi Digitall (digitall.dpr.go.id.).
Penggunaan sistem informasi tersebut ditetapkan melalui keputusan Sekretaris
Jenderal Nomor 798/Sekjen/2024 tentang Penetapan Aplikasi Digitall Keuangan
Sekretariat Jenderal DPR RI. Pengembangan sistem informasi ini bertujuan khusus
untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPR agar lebih
akuntabel dan mampu mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Monitoring pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan melalui
aplikasi ini dilakukan per bulan.
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AL
VAT

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR : 798 ISEKJENI2024
TENTANG

PENETAPAN APLIKAS DIGITALL KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat 1

Anggaran Setjen: 1,613.982.690.000

Realisasi Setjen: 1.060.791.009.723

Prosentase setjen: 65,73

Realisasi Per Bagian

Copy GExcel PDF CSV  Print

Biro

BIRO PERSIDANGAN |

BIRO PERSIDANGAN |

BIRO PERSIDANGAN |

BIRO PERSIDANGAN |

Bagian

BAGIAN SEKRETARIAT
KOMISII

BAGIAN SEKRETARIAT
KOMISIII

BAGIAN SEKRETARIAT
KOMISI Il

BAGIAN SEKRETARIAT

Satker

001030

001030

001030

001030

Anggaran Dewan: 4,484,229,665.000

Realisasi Dewan: 3.086.378.676.206

Prosentase: 68,83

Pagu Anggaran

39.428.579.000

37.964.721.000

21.342.760.000

26.565.788.000

Realisasi

29.207.001.400

23.805.751.931

15.361.217.403

16.862.376.180

Search:

Prosentase

74,08

62,70

56,08

6347

Gambar 9. Aplikasi Digitall untuk melakukan pengukuran capaian output per-bulan

b. Analisis Pencapaian Kinerja

Rekomendasi pengukuran kinerja lainnya adalah agar Sekretariat Jenderal DPR RI
tidak hanya mengukur realisasi anggaran saja, tetapi juga menyusun rencana aksi yang
dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja. Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut
dilakukan dengan mengirimkan edaran resmi kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama untuk melakukan pengisian formulir Penilaian Capaian Kinerja Semester Satu
atas Rencana Aksi yang telah disusun pada awal tahun. Contoh formulir tersebut
sebagaimana yang dilampirkan di bawah ini:
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 348 FAX (021) 5715 423/ 5715 825 WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/ $33/PR.01.04/06/2024 Jakarta, 19 Juni 2024
Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal Pengisian Penilaian Capaian Kinerja

Yth. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Sekretariat Jenderal DPR RI
di Jakarta

Menindaklanjuti rekomendasi Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 pada point ¢ yaitu
mereviu dan memperbaiki proses pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data
kinerja, untuk memastikan pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja
dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja. Analisis pencapaian kinerja merupakan  —————— o B

salah satu tindaklanjut rekomendasi hasil periode sebelumnya yang harus dipenuhi dan
diperbaiki untuk peningkatan AKIP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami
sampaikan beberapa hal sebagai berikut

. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi formulir penilaian capaian kinerja
yang dapat diakses pada hitps.//bit.ly/Form_CapaianKinerja;
Formulir penilaian capaian kinerja yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan

N

Tinggi Pratama dapat di 1 ke Biro dan O paling
lambat tanggal 28 Juni 2024
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Pih. Deputi Bidang Administrasi

PNy

Rahmad Budiaji, S.IP. M Si‘

Gambar 10. Formulir Rencana Aksi yang telah dilengkapi
analisis pencapaian kinerja

c. Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Individu

Sekretariat Jenderal DPR RI sudah melaksanakan pengukuran kinerja individu kepada
seluruh pegawai menggunakan E-Kinerja yang merupakan pilot project aplikasi berbagi
pakai yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penyusunan
rencana aksi kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), pengukuran kinerja,
pengumpulan data kinerja individu, dan penilaian kinerja sudah dilakukan melalui
aplikasi tersebut dimana penilaian kinerja dilakukan pada setiap periode 3 (tiga)
bulanan. Melalui aplikasi tersebut diharapkan seluruh data individu dapat terintegrasi
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secara nasional yang bermanfaat dalam memudahkan seluruh proses administrasi
kepegawaian.

Halaman Awal E-Kinerja Halaman Detail SKP

Blinerjo 2 =

(=
:I 1 SASARAN KINERJA PEGAWAI

e
=) [
— e Y s Y e P e | | ;
== .
oD

— (=)

[ 1|

0 ]
Halaman Matrik Peran Hasi Halman Mat SKP Bawahan
=3
: - o |
e ) : b
== 1 B
= ]
|
=

Gambar 11. Pemanfaatan E-Kinerja untuk Pengukuran Kinerja Individu

Sekretariat Jenderal DPR RI juga tengah mengembangkan sistem penilaian kinerja
yang mengintegrasikan antara penilaian kinerja organisasi dan Kkinerja individu.
Berdasarkan metode yang yang tengah dikembangkan tersebut, Sekretariat Jenderal
DPR RI akan menilai kinerja individu berdasarkan 2 (dua) variabel, yakni variabel
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku. SKP terdiri dari 3 (tiga) variabel
penyusun, Kinerja organisasi, kinerja utama, dan kinerja tambahan, sedangkan untuk
Perilaku terdiri dari 7 (tujuh) variabel, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Adaptif, Loyal. Prinsip pengembangan sistem
penilaian kinerja ini, yaitu mengedepankan penilaian yang objektif sehingga penilaian
akan berfokus pada bukti kinerja maupun perilaku yang ditunjukkan. Pada aspek SKP,
pegawai diminta untuk melampirkan bukti kinerja yang sudah dihasilkan, sedangkan
dalam aspek perilaku, pegawai diminta untuk menunjukkan perilaku sesuai aspek
penyusun variabel perilaku yang sekarang sedang didefinisikan.
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d. Rapat Monitoring dan Evaluasi Per-Semester

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagai pengguna layanan dan Sekretaris Jenderal DPR RI
sebagai penanggung jawab instansi melakukan evaluasi secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali berdasarkan berbagai hasil pengukuran yang telah dilakukan.
Rapat Monitoring dan Evaluasi semester | tahun 2024 telah diselenggarakan di Kota
Balikpapan pada tanggal 4 - 7 Juli 2024. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini
dilaksanakan guna melihat progress kinerja unit kerja sehingga diharapkan akan ada
langkah perbaikan dalam penyusunan strategi kinerja di tahun yang akan datang.

BURT Apresiasi Pengelolaan dan Penyerapan
Anggaran Setjen DPR

Melalui Monev, Indra Iskandar Pastikan Kinerja
Anggaran Setjen DPR Berjalan Optimal

05-07-2024 / BURT.

Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah saat membuka rapat Monitoring dan Evaluas] Semester | Tahun 2024
Sekretariat Jenderal DPR Ri secara virtual di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (5/7,/2024). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Balikpapan - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Rl Achmad Dimyati

Natakusumah mengapresiasi kinerja p

pan anggaran Sekretariat Jenderal DPR Rl pada Semester | Tahun
2024. Menurutnya saat ini DPR Rl sebagai lembaga sudah bekerja dengan baik khususnya dalam hal pengelolaan

dan penyerapan anggaran.

05-07-2024 / SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR R! Indra lskandar di sela pertemuan rapat monev DPR RI di Ballkpapan, Kalimantan Timur, Jumat
(5/7/2024). Foto : MentarifAndri

PARLEMENTARIA, Balikpapan - Sekretariat Jenderal DPR Rl menyelenggarakan Rapat Kerja Monitoring dan
Evaluasi (Monev) Semester |-2024 bertema "Optimalisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal
(Setjen) DPR RI" Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Rl Indra lskandar menyampaikan

bahwa rapat kerja tersebut memiliki peran yang sangat strategis bagi kesetjenan DPR untuk memastikan target

kinerja anggaran yang sudah disepakati bersama berjalan dengan optimal

Gambar 12. BURT dan Sekretariat Jenderal DPR Rl menyampaikan pelaksanaan kegiatan
dan anggaran setiap triwulanan dan Semester

4. Rekomendasi lV

“‘Menjadikan hasil pengukuran kinerja dasar untuk penyesuaian strategi dan kebijakan
dalam dokumen perencanaan serta penyesuaian rencana aksi kegiatan dan anggaran.

Tindak Lanjut
Tautan Bukti Dukung: https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan, maka
Sekretariat Jenderal DPR RI telah menetapkan salah satu indikator pada Perjanjian
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Kinerja Eselon | dan Eselon II Tahun 2024 dengan indikator kinerja “Nilai Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” (Gambar 12).

2023 2024
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Gambar 13. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 2024
pasca penyesuaian indikator kinerja

Alasan penambahan indikator kinerja “Nilai IKPA” pada Perjanjian Kerja Eselon | dan
Eselon Il Setjen DPR RI Tahun 2024, yaitu untuk meningkatkan capaian nilai IKPA
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secara nasional yang selama ini sulit dicapai terutama pada indikator Deviasi Halaman
[l DIPA. Sehingga dirasa perlu untuk dilakukan pembagian risiko yang awalnya hanya
di Biro Keuangan, menjadi risiko seluruh Eselon Il. Adanya penambahan indikator
kinerja “Nilai IKPA” tersebut pada Perjanjian Kerja Eselon | dan Eselon Il Setjen DPR RI
Tahun 2024 sejalan dengan Instruksi Sekjen DPR Rl Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Rapor IKPA Mini Sekjen DPR RI yang mengatur mengenai pemantauan dan
pengendalian atas Capaian IKPA khususnya pada indikator yang dapat dikendalikan di

lingkungan unit kerja (Gambar 13).

JENDERAL
A AN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 j2024
TENTANG

RAPOR IKPA MINI
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran serta untuk memperoleh nilgh
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yai '
baik, dengan ini memberi instruksi:

Kepada 1. ¥th. Para Kepala Biro/Pusatiinspektur
2. Yth. Para Kepala Bagian/Bidang
Untuk
PERTAMA : Melakukan pemantausn dan pengendalian atas Capalan Indikator Kinedsd

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) khususnya pada indikator yang dappt
dikendalitan di lingkungan unit kerjanya agar tidak melampaui ketantuan bat
nilai dan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturd
Menteri Keuangan Momor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggara
Pelaksanaan Anggaran, seta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan d
Paraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentadg
Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belarf
Kementerian Negara/lembaga
KEDUA Pemantauan dan Pengendalian Capaian IKPA sebagaimana dimaksud dalaf
Diktum PERTAMA Instruksi inl, untuk Satuan Kera Sekretariat Jendal i
dilaksanakan sesuai pembagian Unit Kerja Tingkat Eselon Il Satuan Kel
Sekretariat Jenderal sebagaimana dirinci dalam Lamgpiran | Instruksi ini.
KETIGA Pemantauan dan Capaian [KPA dimaksud dalal
Diktum PERTAMA Instruksi ini, untuk Satuan Kerja Dewan dilaksanakan ses

Paral 1
~

Paal? |
LA |

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAM

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

2

pembagian Linit Kerja Tingkat Eselon Il Satuan Kerja Dewan ssbagaimana
dirinci dalam Lamgiran Il Insbruksi ini.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Tingkat Esalon 1| Satuan
Kerja Sekredarial Jenderal yang dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA Instruksi ini, sebagaimana dirinci dalam Lamgpiran 1l
Instruksi ini

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA untul Tingkat Eselon Il Satuan
Kerja Sekretarial Jenderal yang dapat dikendaikan sebagaimana dimaksud
dalam Diklum KEDUA Instruksi ini, sebagaimana dirinci dalam Lampiran IV
Instruksi ini

Indikater Kinerja Pelaksanaan Anggaran {IKPA) untuk Tingkat Eselon Il Satuan
Karja Dewan yang dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Diktumn
KETIGA Instruksi ini, sebagaimana dirinci dalam Lamgiran V' Instruksi ini
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA untuk Tingkat Esalon )l Satuan
Kerja Dewan yang dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Dikium
KETIGA Instruksi ini, sebagaimana dirinci dalam Lampiran V1 Instruksi in
Perhitungan Konversi Bobot Indikater Kinerda Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
dirinci sebagaimana dalam Lampiran VIl Instruksi ini

Pemeringkatan Indikater Kinerjia Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diring
sebagaimana dalam Lampiran VIl Instruksi ini.

Pengelola dan Penanggung jawab terkalt Rapor IKPA Mini adalah Tim
Sekretarial Indikator Kinerja Palaksanaan Anggaran (IKPA) sebagaimana diinci
dalam Lampiran X Instruksi ini.

Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan panuh tanggung jawab

nstruksi ini mulai barlaku pada tanggal ditetapkan,

Faral 1 | Fagi 3
- | A

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Mei 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

Gambar 14. Instruksi Sekretaris Jenderal Tentang Rapor IKPA Mini

Penyesuaian pada rencana aksi Eselon | dan Eselon Il tahun 2024 dilakukan dengan
memasukkan indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA

(Gambar 14).
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Gambar 15. Rencana Aksi Eselon Il dengan Penambahan Indikator Baru

5. Rekomendasi V

“‘Memanfaatkan secara optimal hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian
reward dan punishment bagi unit kerja, penerapan pola mutasi rotasi, dan penyusunan
pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kinerja.”

Tindak Lanjut
Tautan Bukti Dukung: https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

a. Pemberian Reward dan Punishment

Sekretariat Jenderal DPR RI telah menerapkan pemberian reward dan punishment
berdasarkan pengukuran kinerja yang telah disebutkan pada tindak lanjut rekomendasi
ketiga sebagaimana yang telah dijelaskan. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan baik
pada unit kerja, maupun individu beserta reward dan punishment-nya.

Pemberian reward dan punishment bagi unit kerja baru diselenggarakan pertama kali
pada rapat monitoring dan evaluasi semester | tahun 2024 yang diselenggarakan di
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Balikpapan pada tanggal 4 - 7 Juli 2024. Reward dan Punishment tersebut diberikan
berdasarkan pengukuran yang mengadopsi metodologi Balanced Scorecard (BSC)
yang telah disesuaikan dengan konteks Sekretariat Jenderal DPR RI. Pengukuran yang
dilakukan menghasilkan 3 (tiga) pemenang unit kerja eselon Il dengan nilai tertinggi dan
terendah dan diumumkan secara terbuka. Penggunaan metode itu masih merupakan
pilot project sehingga memerlukan beberapa penyempurnaan. Salah satu aspek yang
masih dikaji untuk dikembangkan adalah menentukan formula yang tepat mengenai
bentuk reward dan punishment yang bisa diberikan untuk menjamin keberlanjutan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Admin REFERENSI KINERJA ORGANISASI 1 Januari 2024 - 30 Juni 2024 v RGN 0w
Unit Kerja . Finansial Pelanggan ~ ~ Pembelajaran& _ Internal Proses _ Indeks Kinerja Aksi .
A v v A ¥ . v
Pertumbuhan Unit
1. Biro Keuangan 22,15 28,22 18,83 21,84 91,04 VIEW
(88,59 x 25% ) (94,08 x 30% ) (94,15x 20% ) (87,36 % 25% )
2. Biro Persidangan I 22,06 28,26 18,48 19,41 88,21 VIEW
(88,24 % 25% ) (94,18 % 30% ) (92,42 % 20% ) (77.65%25%)
3. Pusat Analisis Anggaran dan 20,92 28,33 17,22 20,34 86,81 VIEW
Akuntabilitas Keuangan Negara (83,68 x 25% ) (94,42 x30% ) (86,12 x 20% ) (81,35x25% )

Gambar 16. Unit Kerja dengan nilai tertinggi

19. ' Biro Pengelolaan Bangunan dan 22,93 2746 15,67 11,34 7740 VIEW
Wisma (91,72 25%) (91,53 %30% ) (7833%20%) (4537%25% )

20, Pusat PUU Polhukam 22,86 28,35 13,80 11,98 76,99 VIEW
(9145%25% ) (94,51 %30%) (68,98 % 20% ) (4793 % 25% )

21, Biro Pemberitaan Parlemen 17,15 28,04 18,89 12,20 76,29 VIEW
(68,61 x 25% ) (93,46 % 30% ) (94,45 %20% ) (48,82%25% )

Gambar 17. Unit Kerja dengan nilai terendah
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MONITORING DAN EVALUASI SEMESTER TAHUN ‘

IJI*J " "

OPTIMALISASI KIN ER]A PE

Gambar 18. leplnan Unit Kerja Eselon | dengan N|Ia| Tertinggi dan Terendah

Penghargaan kepada individu diatur melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemberian penghargaan atas
prestasi kerja pegawai diberikan dalam bentuk piagam penghargaan prestasi kerja,
pemberian tugas belajar sesuai jabatan dan kompetensi yang diperlukan, pemberian
pelatihan sesuai jabatan dan kompetensi yang diperlukan. Hanya saja hingga
penyusunan dokumen ini, belum ada pemberian penghargaan individu yang telah
diberikan untuk tahun 2024.
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SEKRETA! DERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a bahwa pegawal yang telah menunjukkan kesetiaan,
pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan
prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat

diberikan penghargaan;

=4

bahwa sebagai bentuk penghargaan prestasi kerja dalam
pencapaian kinerja instansi, perlu dilakukan pemberian
penghargaan prestasi kerja kepada pegawal Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan
Prestasi Kerja Kepada Pegawai Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indenesia;

Gambar 19. Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pemberian Penghargaan

Sekretariat Jenderal DPR RI juga tengah mengembangkan metode pengukuran kinerja
individu yang disinkronisasi dengan pengukuran kerja organisasi dan akan bermuara
pada pemberian reward berupa tunjangan kinerja. Setjen DPR RI mengembangkan
metode penilaian berdasarkan penilaian kuantitatif (range 0-100) yang kemudian
dikonversikan ke penilaian kualitatif (penilaian ekspektasi). Dengan adanya penilaian
kuantitatif, Setien DPR RI dengan mudah mengimplementasikan pemberian tunjangan
kinerja berdasarkan prinsip reward dan punishment pada setiap pegawai. Semakin
tinggi nilai pegawai, maka semakin tinggi tunjangan yang didapat yang mana hal
tersebut merupakan reward, dan semakin rendah nilai pegawai, maka semakin
berkurang tunjangan yang didapat, yang mana hal tersebut merupakan bentuk
punishment. Hingga penyusunan dokumen ini, masih dilakukan kajian dan
pengembangan terkait pemanfaatan metode ini, termasuk masih menyusun Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI tentang penetapannya.

b. Penerapan Pola Mutasi dan Rotasi

Sebagai tindak lanjut atas penerapan mutasi dan promosi berdasarkan sistem merit,
pengembangan dan pembaharuan data terus dilakukan secara berkala terhadap Sistem
Informasi Manajemen Talenta (SIMATA). Sistem Informasi tersebut berisi seluruh data
hasil asesmen pegawai mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas,
Fungsional, hingga Pelaksana. SIMATA juga telah mencakup data pegawai yang siap
mengisi jabatan yang dibutuhkan instansi, lengkap dengan kualifikasi, kompetensi, dan
potensi secara lengkap dan terperinci. Data tersebut dimanfaatkan sebagai dasar
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mutasi, rotasi pegawai, pelaksanaan pengembangan kompetensi, penempatan pegawai

dalam jabatan kritikal,

serta suksesi jabatan.

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KARTA KODE POS 10270
TELP (321 5715 549 FAK (021) 5718 425 3715 55, WEBSITE i 5019

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKVAT REPUBLIK INDONESIA
KARTA KODE POS 10270
TELP (1215715 49 FA (051) 5718 423 5715 635, WEBSITE s 0.4

SEKRETARIAT JENDERAL

g p DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDQNESIA
1 JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE Pt
TELP (031) 3795 540 FAX (091 5716 435, 5715 535, WEBSITE - v dpr. 014

1

PENGUMUMAN
NOMOR : BI402/KP.04.02/05/2024

PELAKSANAAN

FUNGSIONAL

DAY L
'SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN 2024

Dalam rangka pemetaan tsenta pegaul sebagal tndak lant Peratuan Menter

Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020 tentang Msnmemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Sekretariat Jenderal DPR RI akan
melaksanakan Asesmen Pejabat Fungsional Dengan Metode daring/virtual Sekretariat Jenderal
DPR RI Tahun 2024,

Terkait dengan hal tersebut, kami sampaikan jadwal dan tata cara pelaksanazn asesmen

secara daring/vintual, sebagai berikut

Sebelum pelaksanaan Asesmen Pejabat Fungsional, peserta wajib mengikut sosialisasi
i pada

PENGUMUMAN
NOMOR : BI417/KP.04.02/05/2024

PELAKSANAAN FUNGSIONAL
DARING/VIRTUAL
'SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN 2024

Dalam rangka pemetaan talenta pegawai sebagal tindak lanjut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Sekretariat Jenderal DPR RI akan
melaksanakan Asesmen Pejabat Fungsional Dengan Metode daringvirtual Sekretariat Jenderal
DPRRI Tahun 2024,

Terkat dengan hal tersebut, kami sampaikan jadwal dan tata cara pelaksanaan asesmen
secara daringlvitual, sebagai berkut

1. Sebelum pelaksanaan Asesmen Pejabat Fungsional, peserta wajib mengikuti sosialisasi

PENGUMUMAN
NOMOR : BI4SBIKP.04.02107/2024.

PELAKSANAAN ASESMEN PEJABAT ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN FUNGSIONAL
JE!

TAHUN 2024

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republi Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen
Talenta Aparatur Sipil Negara, Sekretariat Jenderal DPR RI akan melaksanakan Asesmen Pejabat
Administrator, Pengawas dan Fungsional Selretariat Jenderal DPR RI Dengan Metode daringlvirual
Seketariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.
Terkait dengan hal tersebut, kami sampaikan jacal dan tata cara pelaksanaan asesmen secara
daring/vintual, sebagai berikut
Sebel poakeanaan Asesmen Peabat Adrinsitr, Pangavas dan Fngsions, posrta vl
mengkuti sosialsasi fala cara pelaksan ien secara daring/virual. Sosialisasi akan
diaksanakan pada:
Harfanggal Rabu, 24 du 2024
PULIDB.00 WIS Sees) (cjacalan e plaksana asesmen)
Jasi online secara komprehensi

Harltanggal - Senin, 6 Mei 2024 i 2 J:t::«z\ sesmen qux Adminsislr PengavasdanFungsor o taksanaan poda
Pual %0 W18 = Selesal (jacalkan oleh pelaksana Pukul ukl 09.00 WIB - Selesal (djadwalkan oleh pelaksana Pukl P 00D Selesa Goduaan o esara asesmen)
gocemen aseanen) Tempat Tempat msing-masingPo
Materi Siste s dan simulasi onine secara komprehensit Sistem tes dan simulasi online secara komprehensit 3. Panitaskan peserta
2. Jadval Asesmen Pejabat Fungsionalakan disksanakn pad 2. Jacwal Asesmon Pejabet Fungsioral sk diakeanaln pads (Pesertaharap
Hartanggel lasa, 7 Mel 2024 dan Rabu, 8 el 2024 Haritanggal : Rabu, 5 Juni 2024 dan Kamis, 6 Juni 2024 pabia H.1
Puk"‘ 09.00 WIB - Selesal (dijadwalkan oleh pelaksana Pukul Pukul 09.00 WIB - Selesai (djadwalkan oleh pelaksana 4 Karena sifat dari naan Asesmen Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional ini
asesmen) esamen) Vel apabia terdopa Kendaa. facwel Gapat menghumng: peayenan iomas, seoagel
Tempat Tempat masing-masing Peserta Tempat Tempat masing-masing Pessria pertimbangan jumiah maksima peserta asesmen dalam satu kelompok.
o Potadan meeting D, Kepada Genter'Sokretariat Panita pada hari Serin .d. Jumat pukul 08.30 5.d. 15,00 WIB melalui
3. Panitiaakan ting ID, Meeting kepada
o ek et cobo (11 etaagans asosen it i do Whar e sak b sebelum (1) polaksanaan sacamen melad ek dan whetcapp e ks T
alsapp :
pesra peseta aap membatahuan Pan apsla H- bom mensina i 1203 e, (Pesar hovay mamberlahikan Pari spablls H1 bek menarim Ik yong o Bere
maksu dimaksud) a. Lampiran | Petunjuk Pelaksanaan Asesmen Pejabat Administrator, Pengawas dan
4. Karena sitat darl pelaksanaan Ascsmen Pejabat Fungsional il wajb. apabila terdapat 4. Karena sfat dari pelaksanaan Asesmen Pejabat Fungsional i waji, apabia terdapat Fungsional Sekretaiat Jenderal DPR RI dengan Metode Daring/Vitual
Yendla Jadval capat menghubungi pelayanan irormasi sebagal perimbangan furiah e ey o i’ 2 e " Tain 2024,
maksimal peserta asesmen dalam satu kelom e f eorta sessmon atarm eate ek S agal perimbangan jumal o Lampianl : Swat Tugss Poseris Polaksanaan Asesmen Pojabat Administrator
5 Pesyanan ilommesl 1ol pelaksanaan aseamen ssbegamana lrarpk dapat maksimal asesmen dajam sal kelompol engawas dan Fungsional Selactariat Janderal DPR I dengan
menghubungi Call CenterfSekretarial Panitia pada hari Senin 5.d. Jumat pukul 08.30 5. Pelayanan infomasi lerkail pelaksanaan asesmen sebagaimana terlampir dapal aring Vit Tahun 2024
menghibungi Call CentorSekreara Pania pada hari Seah 3. Jumat pukul 08,30 Demikian pengumuman ni dsampaikan, atas pahatiannya kami ucapkan terima kash.
5. 15,00 WIB melalui v
a. Telepon  :(021) 5715457, (021) 5715780 e N 15457, 02y 715780
b. Whatsapp : +62 813-1675-4256 a. Telepon 3 2 o
PP b. Whatsapp : +62 813-16754256 % @ - =
6. Lampiran 6. Lampiran ‘ [—
a Lampiran | : Petunjuk Pelaksanaan Asesmen Pejabat Fungsional dengan & Lampin | Petune Pelaksanaan Asssmen Peaba Fungsionl dengan
Metode Daring/Virtual Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Metode Daring/Virtual Selaetariat Jenderal DPR R Tahun Temi
026, ) Demm Bidang Adminsas:dan
b Lampian i Sura Tugas Posera Polaksanaan  Asosmen Polabat b. Lampianil : Susi Tugas Pesers Pelaksanaan Pejabat 2 Atasan yang bersangkuta
o ing/Vintual Jenderal B ol g o G vitsal Setromat onrl
DPR RI Tahun 2024

DPR RI Tahun 2024,

Dermikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan tefima
asih peng. P P % o

kasih

Gambar 20. Pelaksanaan Asesmen Pegawai Tahun 2024

Pengembangan SIMATA merupakan upaya berkelanjutan yang telah dilakukan sejak
tahun 2022 yang dimulai dengan penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 15
Tahun 2022 (Persekjen 15/2022) Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
Pada tahun 2023, berdasarkan hasil asistensi bersama Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN), Sekretariat Jenderal DPR RI telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan
SIMATA untuk mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan surat Wakil
Ketua KASN Nomor B-3700/SM.01.02/09/2023 pada tanggal 27 September 2023.
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@ . Dashboard SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta)
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Gambar 21. Persekjen Tentang Manajemen Talenta dan
Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA)

c. Penyusunan Pengembangan Kompetensi

Selama periode Semester | tahun 2024 telah dilakukan asesmen terhadap Pejabat
Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana sebagai upaya pemetaan
kesenjangan kompetensi. Sebagai tindak lanjut hasil asesmen, telah dilakukan
pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai baik berupa kompetensi teknis,
kompetensi manajerial hingga kompetensi sosial kultural. Pengembangan kompetensi
individu juga telah menjadi salah satu komponen penting pada penilaian kinerja unit
kerja dengan bobot sebesar 20%. Hal ini diharapkan akan mendorong seluruh unit kerja
untuk mengembangkan kompetensi seluruh unit kerja di lingkungan masing-masing
yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
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Dalam rangka ki dan
Administrator, Pusbangkom SDM Legisiatf Sekretariat Jenderal DPR Rl akan menyslenggarakan
Pengembangan Kompelensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Pejabat Adminisirator Sekretariat Jenderal
DFR R Tahun 2024 dengan jadwal kegaiatan sebagai berkut

Nomor B/146/DL.02.01/2:2024 05 Februari 2024
Sifat Bizss
Derajat Segera
Lampiran 1 (satu) berkas
Petihal Penugasan mengikuli  Pengembangan  Kompetensi
Mansjerial dan Sosial Kultural bagi Pejabat Adminisirator
Tahun 2024
Yth. Peserta

Sekretariat Jenderal DPR RI

kompetens| khususnya bagi Pejabat

Sosialsasi Pre-work
Hari Tanggal  : Senin, 19 Februari 2024
Pukud 10.00- 1200 WIB

Tempat  Zoom Cloud Mesting {ink akan disampalkan kemudian)
Sesi Workshop Luring

Heri Tanggal  :Rabu, 21 Februari 2024

Pukud 08.00 - 17.00 WIB

Tempat  Ruang Rapat Pansus B

Sesi Mentoring One-on-One Luring

Har, Tanggal Jumat, 23 Februari 2024

Pukud 08.00 - 17.00 WIB

Tempat  Ruang Rapat Pansus B

Untuk informasi lebih larjut dapat menghubungi Bidang Pengembangan Kompetensi Manaierial dan
Sosial Kulturel melalui Sar. Saudara Arthano (0812-3441-3393) alau Saudera Aref (0831-3438-7929) atau
dapat melalul email pusbangkom@idpr.go.d. Apabila dalam pelaksanaan pelathan ini terdapat halhal yang
tidak sesuai dengan keteniuan yang berlaku, Saudara dapst melsporkan melalui  tautan
bit L aporPusdikiatDPRRL

Demixian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kemimengucaphan terima kasih.

Tembusan, Yih
. Sekretaris Jenderal DPR R

. Kepala Badan Keahian Setien DPR RI;

. Deput Bidang Administrasi Sefien DPRR;
Deputi Bidang Persidangan Sstjen DPR RE:
Pih. Inspekiur Utama Setien DPR R,
Kepala Biro Persidangan | Setien DPR R
Kepala Biro Persidangan I Sefien DR RI;

" ¥ SEKRETARIAT JENDERAL
gmﬂ--‘ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
. N . JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
R LT TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715925 LAMAN . www.dpr.go.id

Tampran Sul PR, Kepus Bangom SOV Cegiatl
Nomor - BA46/DL 02017212024
Tanggal :5 Februari 2024

Jadwal Kegiatan
Pengembangan Kompelensi Manajerial dan Sosial Kultural
bagi Pejabat Administrator Tahun 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI

Hari/Tanggal Wakiu Kegiatan/ Materi Media / Tempat

Senin, 09.00 - 10.00 |Registras
19 Februari 2024 10.00 - 12.00

Zoom Cloud Meeting

M
08.00 - 08.15 |Ora

ompetensi Manajcrial

08.15 - 0845 |dan Sosial Kultural

Mods
08.45 - 10.00 |Way

10.00 — 1015 |Coffer Break

10.15 — 12,00 |Review, Diskusi & Tanya Jawab
Rabu, 21 Februari 2024 | 12.00 - 13.00 |[ISHOMA

Ruang Rapat Pansus B

13.00 - 14.00 |Review €
14.00 — 1430 [Modul 4
Modul 5 - Cex

14.30 - 1445 |Kelompok
1445 — 1530 |Latihan

1530~ 15,

1545 17
08.00 - 10.00

10,00 — 10.15 |Coffee Break
Lanjutan Sesi Mentoring One-on-
10.15 - 1200 |One
Jumat 1200 - 13.00 |ISHOMA g Pansus
23 Februari 2024 - Ruang Rapat Pansus B
Lanjutan Sesi Mentoring One-on-
13.00 - 1530 [One

1530 1545 |Coy

a
1545 17.00 |One

Gambar 22. Pembinaan Kompetensi SDMA

6. Rekomendasi VI

“‘Memperbaiki kualitas Laporan Kinerja sebagian unit kerja, dengan memastikan setiap
Laporan Kinerja menyajikan informasi secara detail dan mendalam terkait analisis
penyebab tercapai/tidaknya setiap indikator kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan
sumberdaya dalam mencapai kinerja”
Tindak Lanjut

Tautan Bukti Dukung: https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

1. Dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI,

Bagian
menyampaikan

Pengelolaan
informasi

Kinerja Organisasi dan

mengenai penyusunan Laporan Kinerja.

Reformasi Birokrasi

telah
Informasi

tersebut berisi panduan dan outline berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal
DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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Gambar 23. Pemberitahuan dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

2. Untuk menjamin kualitas informasi yang ada di dalamnya, konsep Laporan Kinerja
Sekretariat Jenderal DPR RI telah dikonsultasikan dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam paket meeting

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Setjen DPR Rl 2023 pada tanggal 1 — 3
Februari 2024.

i
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Gambar 25. Paket Meeting Penyusunan Laporan Kinerja

3. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI telah mendapatkan reviu dari

Inspektorat Utama.
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Ki tariat Jenderal DPR RI untuk tah

Laporan ki kretariat Jenderal DPR Rl

Reviu bertujusn untuk membefikan keyakinan terbatas laporan kinerja telsh disajkan

secara ‘andal, dan valid

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondis atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam

Gambar 26. Laporan Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2023 yang telah direviu oleh

Inspektorat
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7. Rekomendasi VII

“‘Memanfaatkan informasi capaian indikator kinerja dan analisis dalam Laporan Kinerja
untuk perbaikan perencanaan periode berikutnya”

Tindak Lanjut
Tautan Bukti Dukung: https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

Inspektorat Utama telah melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Eselon | dan Eselon I
Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor
128/P1.02/1V/2023. Reviu tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan capaian
setiap indikator kinerja dari tahun sebelumnya yang terdapat dalam Laporan Kinerja
Tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas indikator dan target kinerja
yang disajikan telah memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan
Time Bound (SMART). Berdasarkan reviu yang telah dilaksanakan, Inspektorat telah
memastikan penetapan target dari setiap indikator kinerja pada tahun 2023 tidak lebih
rendah daripada tahun sebelumnya, serta memastikan penetapan indikator kinerja
mendukung visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI.

LAPORAN

Reviu Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI
Tahun 2023

Nomar ST @ 128/P1,0200/2023

Gambar 27. Laporan Reviu Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR Rl tahun 2023

8. Rekomendasi VIl

“‘Menetapkan pedoman Evaluasi AKIP untuk lingkungan unit kerja Sekretariat Jenderal
DPR RI dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.”
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Tindak Lanjut
Tautan Bukti Dukung: https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

Pada tahun 2022 Inspektorat Utama telah membentuk tim untuk menyusun dan
merumuskan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pedoman tersebut ditetapkan melalui
Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 2643/SEKJEN/2022 dimana
penyusunan pedoman ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

INSPERTORAT UTAMA

LAPORAN
Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
Rl Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) di Sekretariat
Jenderal DPR RI

Gambar 28. Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR Rl

9. Rekomendasi IX

“‘Melakukan penajaman kualitas catatan dan rekomendasi pada Lembar Hasil Evaluasi
(LHE) internal dari Inspektorat. Hasil evaluasi harus membuka ruang perbaikan untuk
lebih menajamkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan mendorong perbaikan serta
peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada level lembaga dan unit kerja.”
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Tindak Lanjut
Tautan Bukti Dukung: https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

Inspektorat telah melakukan penajaman kualitas catatan dan rekomendasi yang
ditunjukan dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Internal Tahun 2024 atas 5 Eselon |
dan 21 Eselon Il.. Catatan dan rekomendasi dalam Lembar Hasil Evaluasi (LHE) ditulis
dengan menggunakan kalimat yang jelas dan persuasif untuk mendorong unit kerja
dalam melakukan perbaikan.

Dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi SAKIP, Tim Evaluator Inspektorat Utama
mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan Unit Kerja terkait, dan Bagian
Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan
beberapa hal terkait Akuntabilitas Kinerja yang perlu dilakukan perbaikan.

Gambar 29. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI

10.Rekomendasi X

“‘Mereviu dan memperbaiki proses evaluasi SAKIP internal, dengan memastikan
dilakukannya pendalaman terhadap data dukung tindak lanjut hasil evaluasi yang
dikeluarkan oleh Inspektorat maupun yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Hal
ini diperlukan untuk menjamin bahwa tindak lanjut bukan sekedar pemenuhan atas
dokumen saja, tetapi sampai pada implementasi secara nyata.”

Tindak Lanjut
Tautan Bukti Dukung: https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

Inspektorat I, Inspektorat Il, dan Inspektorat Utama telah melakukan pendalaman
terhadap data dukung tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Internal dengan menyusun
rencana aksi atas setiap rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP Internal Tahun 2023 serta
melakukan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun berdasarkan ST Nomor
111/P1.03.02/IV/2024. Penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut atas hasil Evaluasi
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SAKIP Internal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Inspektorat Utama dalam
rangka peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Penyusunan Rencana Aksi dan
Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi
SAKIP di Inspektorat Utama

5T Nomor: 111VPLOG.0ZNVIZ0Z4

Gambar 30. Laporan Penyusunan Rencana Aksi dan TL Rekomendasi SAKIP

11. Rekomendasi XI
“‘Menetapkan kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal agar
dapat mendorong peningkatan implementasi AKIP di unit kerja.”

Tindak Lanjut
Tautan Bukti Dukung: https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023

Pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan pada bulan September tahun 2023,
Inspektorat Utama telah memberikan piagam penghargaan (reward) kepada 3 (tiga) unit
kerja yang memperoleh nilai SAKIP terbaik di tahun 2023. Adapun unit kerja yang
memperoleh nilai SAKIP terbaik di tahun 2023 yaitu Biro Umum, Biro Sumber Daya
Manusia Aparatur, dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Selanjutnya piagam
penghargaan tersebut akan diberikan kepada 3 (tiga) unit kerja yang memperoleh nilai
SAKIP terbaik di pada tiap tahunnya.
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Pada tahun 2024, telah dilakukan penilaian terhadap SAKIP unit kerja Eselon I
sesuai dengan PermenPANRB No.88 Tahun 2021. Adapun hasil penilaian akan
diumumkan pada bulan September tahun 2024.

Gambar 31. Laporan Penyusunan Rencana Aksi dan TL Rekomendasi SAKIP

C. Kesimpulan dan Progress Implementasi SAKIP DPR Tahun 2024
1. Perencanaan Kinerja

Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Eselon | dan
Eselon Il dengan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan
Kinerja. Peraturan sebagaimana dimaksud merupakan bentuk internalisasi daro
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perkembangan penting yang terjadi pada tahun 2023 adalah diadopsinya Surat

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor
2924/0T.05/10/2023 yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2023. Latar belakang
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lahirya SPTJM ini adalah sebagai bentuk komitmen Sekretariat Jenderal untuk
mempercepat capaian RB organisasi, mendefinisikan kembali RB tematik yang hendak
dicapai, dan mendobrak upaya business as usual terkait capaian RB yang berjalan
selama ini. Komitmen pada level Pimpinan ini diharapkan akan turun hingga level
pelaksana karena hasil akhir yang diharapkan dari capaian tersebut adalah
meningkatnya Tunjangan Kinerja yang tentu saja memiliki dampak langsung bagi
seluruh Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa poin penting
yang disepakati, antara lain:

a. Total Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebesar 87,2
(delapan tujuh koma dua) dengan rincian:

e RB General dengan nilai sebesar 82,2 (delapan dua koma dua);
e RB Tematik dengan nilai sebesar 5,00 (lima koma nol).

b. Sekretariat Jenderal DPR RI bertanggung jawab dan bersedia melaksanakan
secara maksimal langkah-langkah dan kebijakan untuk menjamin tercapainya
Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,2 (delapan tujuh koma dua) sehingga layak
untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja;

c. Anggaran untuk memenuhi kenaikan tunjangan kinerja Sekretariat Jenderal DPR
RI tahun 2023 akan dipenuhi dari optimalisasi anggaran T.A. 2023.

Sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya dokumen SPTJM ini, maka Sekretariat
Jenderal DPR RI telah merumuskan kembali pohon kinerja instansi dan tentu saja
berpedoman pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021. Penyesuaian juga dilakukan
pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2025-2029 yang tengah
disusun dan perubahan atas Perjanjian Kinerja tahun 2024.

2. Pengukuran Kinerja
a. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja Organisasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI telah
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor
1459/SEKJEN/2024T tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Organisasi.
Beberapa hal yang diatur pada pedoman tersebut antara lain metodologi yang
digunakan, yaitu Balanced Scorecard (BSC). Metode ini diadopsi karena
dianggap mampu untuk memberikan gambaran komprehensif terhadap capaian
kinerja organisasi. Pendekatan berdasarkan metode ini antara lain: keuangan,
pelanggan, internal proses, hingga pembelajaran dan pertumbuhan. Data
dukung seluruh komponen di atas kemudian diolah melalui suatu sistem
informasi yang tengah dikembangkan.
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Selain pemanfaatan sistem informasi di atas, pengukuran kinerja unit kerja juga
dilakukan setiap bulan untuk memantau capaian output setiap bulan. Aplikasi
yang digunakan untuk kepentingan tersebut adalah aplikasi Digitall.

b. Pengukuran Kinerja Individu

Pengukuran Kinerja individu Sekretariat Jenderal DPR RI telah menggunakan
aplikasi E-Kinerja yang dikembangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RHK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),
pengukuran, pengumpulan data kinerja individu, dan penilaian kinerja sudah
dilakukan melalui aplikasi tersebut dengan periode triwulanan.

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur juga tengah mengembangkan sistem
penilaian kinerja individu yang terkoneksi dengan penilaian organisasi.
Pengembangan sistem informasi internal tersebut karena masih terdapat
kesulitan mengintegrasikan antara capaian kinerja organisasi dan capaian
kinerja individu jika menggunakan aplikasi eksternal.

c. Monitoring dan Evaluasi Semester
Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi
semester | pada tanggal 4 - 7 Juli 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rapat
dibuka oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rapat juga dihadiri oleh seluruh Eselon |
dan Eselon Il yang bertujuan untuk melihat progress kinerja unit kerja dan
melakukan tindak lanjut penyusunan strategis selanjutnya.

3. Pelaporan Kinerja

Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun Laporan Kinerja secara berkala mulai dari
tingkat instansi, eselon | dan eselon Il. Laporan tersebut juga telah mendapatkan hasil
reviu oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan telah
memenuhi standar yang telah ditetapkan. Informasi dan capaian yang tercantum telah
dimanfaatkan sebagai dasar penetapan dan perubahan target Perjanjian Kinerja tahun
2024. Laporan seluruh unit kerja eselon | dan Eselon Il telah dipublikasikan melalui
rb.go.id dan dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi melalui esr.menpan.go.id.

4. Evaluasi Kinerja

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di
Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi dilakukan untuk memberikan
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informasi terkait implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan
saran perbaikan untuk peningkatan AKIP dan memonitor tindak lanjut dari rekomendasi
tahun sebelumnya.

Inspektorat Utama sebagai penilai internal Sekretariat Jenderal DPR RI telah
melaksanakan perannya sebagai evaluator mulai dari proses perencanaan sampai
kepada proses pelaporan kinerja. Dalam melaksanakan evaluasi, Inspektorat Utama
berpedoman kepada Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor
2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimana penyusunan
pedoman ini telah didasarkan pada PerMenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penilaian evaluasi SAKIP Internal Setjen DPR RI pada tahun 2023 sebesar 71,85,
naik dari nilai 70,07 pada tahun 2022. Peningkatan nilai terjadi pada komponen
pelaporan kinerja, dimana tim evaluasi SAKIP internal telah memastikan bahwa capaian
kinerja pada laporan kinerja telah digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan
kinerja tahun berikutnya melalui kegiatan reviu PK Setjen DPR RI tahun 2023.

Peningkatan nilai juga terjadi pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal,
dikarenakan Setjen telah memiliki pedoman evaluasi SAKIP internal. Evaluasi internal
telah dilaksanakan mulai dari instansi sampai dengan eselon Il. Selain itu, peningkatan
juga terjadi pada rekomendasi hasil evaluasi SAKIP internal yang telah ditindaklanjuti.

. Penutup

Sekretariat Jenderal DPR Rl menyadari di balik berbagai upaya yang telah dilakukan,
banyak tantangan yang masih dihadapi untuk benar-benar memenuhi seluruh
ekspektasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sebagai perumus kebijakan. Semoga pada tahun-tahun mendatang, kedua lembaga
dapat meningkatkan komunikasi, kesepahaman, dan kerja sama agar tujuan besar
nasional pada aspek akuntabilitas kinerja tersebut dapat mencapai target sesuai
dengan yang diharapkan.

Jakarta, 29 Juli 2024
Sekretaris Jenderal DPR RI
TTD

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
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Lampiran

Link data dukung
https://bit.ly/BuktiDukungTLAKIPSetjenDPR2023
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